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UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
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Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam (23 - 01 - 2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
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DJAROT TRI WARDHONO, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5.
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

SUMARYANTO, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor
08/UN34/MWA/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-20230 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Jalan Colombo
No.1 Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.l. Yogyakarta 55281 untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK.
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PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unit kerja Eselon | di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang
mempunyai tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang
Kerja Sama Dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber
Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi, yang selanjutnya
disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4722)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336),

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di
Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823):
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan
Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6838);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap
Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama
dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap
Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama,
dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 115);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan
Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan BPSDMP.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk
melakukan kerja sama lebih lanjut dan saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam
Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan implementasi Tridharma
Perguruan Tinggi, Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan
teknologi, dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
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PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pendidikan, bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan bagi tenaga profesional dan

civitas akademika;

penelitian, publikasi, Pengabdian Masyarakat, pendataan, pengkajian, dan

pengembangan;

perencanaan dan rekayasa;,

kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;

pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;

pertukaran informasi;

dokumentasi; dan

kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam

addendum.

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menghasilkan luaran

(output) sebagai berikut:

a. jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya
kolaborasi;

b. karya rujukan kolaborasi: handbook, guidelines, manual, textbook, monograf,
ensiklopedia, dan kamus;

c. Studi Kasus Kolaborasi; dan

d. produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi.

=

T@ e a0

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)

(2)

menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;

menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;

memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pengembangan bidang transportasi
oleh PARA PIHAK;

mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama, dan akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di
lingkungan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan

jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka

Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan
yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.
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PASAL 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur
lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK.

(1)

(2)

(1)

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan
PARA PIHAK.

Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama inii PARA PIHAK terlebih dahulu
melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA
PIHAK.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan
informasi yang diketahui atau timbul dari Kesepakatan Bersama ini, secara rahasia
dan tidak akan menyampaikannya kepada PIHAK Ketiga yang tidak berkepentingan
dengan alasan apapun juga, kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik
umum (public domain), atau harus disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada PIHAK ketiga
manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau
komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat
secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
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(2)

PIHAK PERTAMA
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Alamat s Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110
Telepon s 021-3456585
Email : umum-bpsdm@dephub.go.id
PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jalan Colombo No.1 Karangmalang, Caturtunggal,
Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 555 782
Email : kerjasama@uny.ac.id
PASAL 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan
Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau
diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan
bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.

Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai
cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
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